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RINGKASAN

STANDARISASI AHLI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DEMI
TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM

Angelina Septa Roekmandasari
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam penyelesaian perkara perdata pihak yang menyelesaikan sengketa
wajib melakukan pembuktian guna menjelaskan secara relevan apa yang telah
dialami. Dalam melakukan pembuktian dibutuhkan alat-alat bukti. Proses
penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan negeri para pihak seringkali
memanggil ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang
fungsinya adalah meneguhkan dalil-dalil dari salah satu pihak yang berperkara.
Ahli dalam proses pembuktian perkara perdata bukanlah merupakan alat bukti yang
sah, tetapi keterangan tersebut diperlukan untuk membuat terang suatu persoalan.
Tidak semua hakim memiliki kemampuan dalam bidang yang ditangani dan sangat
sering diperlukan ahli untuk memberikan keterangan yang dapat membantu hakim
dalam pemeriksaan sehingga dapat membuat suatu putusan yang tidak hanya
memberikan kepastian hukum melainkan juga keadilan agar tidak ada pihak yang
merasa dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan
melakukan wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Negeri Malang.

Penulis dapat menyimpulkan hasil dari permasalahan penelitian ini yaitu
seseorang dapat dijadikan sebagai ahli apabila seseorang tersebut tentu saja yang
pertama memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu dan berkompeten,
dapat dikatakan ahli apabila memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu
bisa dalam bentuk formal atau informal hasil dari pengalaman yang cukup lama dan
keterangan yang diberikan dapat memperkuat bahkan menemukan faktau baru yang
melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa dan disesuaikan dengan
spesialisasi pengetahuan, latihan dan juga pengalaman. Kekuatan keterangan ahli
bersifat bebas dan tidak mengikat hakim dalam penggunaannya apabila keterangan
ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak
terikat pada keterangan yang diberikan oleh ahli. Dalam hal ini hakim masih
membutuhkan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata untuk mendapatkan
kebenaran yang sesungguhnya. Maka dari itu keterangan yang diberikan ahli dalam
pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang
sempurna. Hakim boleh saja memakai atau tidaknya kesaksian ahli tersebut,
sehingga bersifat bebas. Hakim boleh berpendapat lain apabila keterangan yang
diberikan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinannya, bila hakim
menggunakan atau mengikuti pendapat dari ahli maka hakim harus yakin bahwa
hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya, sehingga keterangan
tersebut dapat menjadi bukti yang menentukan.

Kata Kunci : Standarisasi, Ahli, Hukum Acara Perdata
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SUMMARY

EXPERTS STANDARDIZATION IN CIVIL PROCEDURE LAW FOR THE
REALIZATION OF LEGAL CERTAINTY

Angelina Septa Roekmandasari

Faculty of Law, University of Islam Malang

In civil cases, the party resolving the dispute must provide evidence to explain
what has occurred in a relevant manner. Evidence is required to prove it. During
the district court process of resolving civil disputes, the parties frequently call
experts to provide information based on their expertise to confirm one of the
litigants' arguments. Expert witnesses in civil cases are not legal evidence, but the
information is necessary to solve a problem. Not all judges are experts in the field
in question, and experts are frequently called upon to provide information that will
aid judges in their examination, allowing them to reach a decision that provides
legal certainty and justice, ensuring that no party feels wronged. This study takes a
qualitative approach to a descriptive empirical legal study, with data collection
techniques through interviews with one of the judges at the Malang District Court.

Based on the findings of this research problem, the author can conclude that
someone can become an expert if they are the first to have special knowledge in a
particular field and are competent. A person can become an expert if he possesses
knowledge in a specific field, which can be formal, informal, or from extensive
experience. Expert information can reinforce and even discover new facts that are
beyond the ability of ordinary people's general knowledge and can adapt to
specialization knowledge, practice, and experience. Expert testimony is
unrestricted, and the judge is not bound to use it if the expert's information
contradicts the judge's beliefs. The judge is free to judge and is not bound by the
information given by the expert. In this case, the judge still needs valid evidence in
the Civil Procedure Law to get the truth. As a result, the expert's information in the
investigation of civil disputes does not provide perfect evidentiary power. The
expert testimony is free to be used or not by the judge. If the expert's information
contradicts the judge's belief, the judge may change his mind. If the judge uses or
follows the expert's opinion, the judge must be sure that this is true and follow the
judge's belief so that the information can be decisive evidence.

Keywords : Standardization, Expert, Civil Procedure Law
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan hukum terdiri atas ikatan suatu individu dengan masyarakat

REPOSITORY

dan juga atas individu itu sendiri. Ikatan tersebut sebuah paradigma dari hak
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dan kewajiban.! Pihak-pihak dalam melakukan pembuktian wajib mematuhi
ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pembuktian yang telah diatur
didalamnya ketentuan dalam hukum pembuktian, macam alat-alat bukti,
beban pembuktian, kekuatan dan masih banyak lagi. Terkandung dalam
Pasal 162-177 HIR, Pasal 282-319 RBg dan juga pada Pasal 1865-1945 BW
atau KUHPdt. Menurut Martiman Prodjohamidjodjo  membuktikan
mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu
peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa
tersebut.?

Keterangan ahli adalah suatu keterangan yang disampaikan oleh
seseorang yang sesuai dengan keahliaannya tentang hal yang diperlukan
untuk membuat terang suatu perkara dalam persidangan. Parameter untuk
menjadi seorang saksi ahli tidak diatur sama sekali dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Perdata juga Kitab Undang-Undang Hukum acara
Pidana, tetapi berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP terdapat syarat dari
keterangan seorang ahli yaitu :

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang

! Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, Liberty Yogyakarta,
2008, HIm.40.

2 Hari Sasangka, Lily Rosita, “Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk
Mahasiswa dan Praktisi”, Bandung : Mandar Maju, 2003, HIm. 11.
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masuk dalam suang lingkup keahliannya

2. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah

berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal
khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik tetapi
juga pada pengalaman atau bidang pekerjaan yang telah ia tekuni dengan
jangka waktu yang panjang. Hakim yang akan menentukan seorang itu
layak tidaknya sebagai ahli melalui pertimbangan hukumnya.

Jadi siapakah atau bagaimana syarat spesifik mengenai parameter
sebagai seorang ahli tidak dijelaskan, hanya saja terdapat dalam Pasal 1
angka 28 menyebutkan bahwa yang dapat memberikan keterangan ialah
seseorang yang memiliki keahlian khusus. Terdapat dalam beberapa pasal
menyebutkan kualifikasi keahlian khusus seperti ahli yang mempunyai
keahlian tentang surat dan tulisan palsu, ahli kedokteran kehakiman atau
dokter, hanya saja penyebutan tersebut tidak mengandung syarat spesifik
menjadi seorang ahli tetapi menyebutkan bidang-bidang keahlian tertentu.

Dengan tidak adanya syarat yang spesifik dan juga aturan yang
mengikat untuk menjadikan seseorang menjadi ahli, penulis tertarik untuk
membahas “Standarisasi Ahli dalam Hukum Acara Perdata demi
Terwujudnya Kepastian Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Malang)”

sehingga menemukan titik terang dalam permasalahan ini.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan

masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

REPOSITORY

1. Apa standarisasi ahli dalam hukum acara perdata ?
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2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan ahli dalam memutus

sebuah perkara acara perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui standarisasi atau patokan atau parameter menjadi ahli
dalam suatu persidangan dalam hukum perdata.
b. Mengetahui sejauh mana kekuatan hukum bukti dalam sengketa

perdata melalui keterangan ahli.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan, baik

secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
dan menjadi bahan pengembangan keilmuwan terkait salah satu alat
bukti yaitu saksi ahli. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi refrensi di kalangan
akademisi maupun kepustakaan bagi penulisan karya-karya ilmiah

lainnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata.
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2. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
berupa gambaran atau pengetahuan bagi masyarakat tentang berbagai

macam standar dari ahli dalam sidang. Sementara, hal tersebut belum
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ada peraturan yang mengatur secara pasti, dengan demikian diharapkan
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penulisan ini dapat membantu untuk semua pihak.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Secara sederhana, penelitian pada dasarnya ialah suatu kegiatan
terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, yang bertujuan untuk
mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun
ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.® Jenis penelitian yang
penulis gunakan ialah yuridis empiris, yang mana yuridis empiris
digunakan untuk mendekati masalah dari aspek-aspek praktik hukum di
Pengadilan Negeri Malang.
2. Jenis Pendekatan
Pendekatan yang penulis gunakan bersifat diskriptif, yaitu penelitian
yang bertujuan untuk membuat gambaran fenomena yang selama ini
diselidiki seteliti mungkin secara faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta yang ada. Alasan penulis menggunakan jenis pendekatan tersebut
yaitu untuk memberikan suatu gambaran dan memaparkan segala

sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan alat bukti dalam suatu

3 Suratman dan Philips Dillah, (2015), “Metode Penelitian Hukum”, Bandung, Alfabeta,
Him. 32
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g g persidangan terfokus pada ahli.
% h 3. Lokasi Penelitian

7 N

n

= Q Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Pengadilan Negeri
°

%’ fa Malang.

N

2

= :

= 4. Jenis Data

Pada penelitian ini penyusun menggunakan dua jenis data, yakni

data primer dan data sekunder, dengan pengertian dibawah ini :

a) Data Primer
Data primer adalah data yang didapat langsung dari
masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian
yang terjun ke masyarakat. Perolehan data primer yang saya
gunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara
dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Malang
b) Data Sekunder
Data Sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari hasil
penelitian pustaka atau disebut juga dengan library research.* Data
yang digunakan dari data sekunder ini terbagi menjadi bahan
hukum primer dan sekunder, yang meliputi sebagai berikut :
1) Bahan primer adalah bahan hukum yang mempunyai
kedudukan mengikat, terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang berkesinambungan dengan penelitian dengan

cara wawancara yang telah penulis buat.

4 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (1995), Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.h.25-28.
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6

2) Bahan hukum sekunder berupa bahan yang berhubungan dan
menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum
primer yang terdiri dari buku, jurnal penelitian skripsi yang

berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari itu bahan hukum

REPOSITORY

yang digunakan oleh penulis yaitu bahan primer dan sekunder.
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Cara analisis bahan hukum dari data yang sudah
diperoleh menggunakan cara kualitatif yang jenis fakta dan
data penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif dan tidak
dijelaskan menggunakan angka-angka. Selanjutnya penulis
akan menganalisis data menggunakan metode induktif, yaitu
cara berfikir dengan mengumpulkan berbagai macam fakta
yang bersifat umum lalu lanjut dengan mencari kesimpulan
serta dilanjutkan dengan mengolah data yang sudah diperoleh
tersebut, lalu menganalisis menggunakan cara memaparkan
data dalam bentuk kalimat agar terpecahkan rumusan masalah
yang ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengumpulan data diperoleh dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian ini seperti buku-buku hukum, artikel-
artikel, peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana dan bahan-

bahan lainnya.
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b. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data

secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti guna
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mendapatkan data-data yang diperlukan. Study lapangan dilakukan

dengan wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan

University of Islam Malang

cara tanya jawab yang bersifat sepihak, yang akan dilakukan secara
sistematis didasari dengan tujuan penelitian. Wawancara akan
dilakukan dengan seorang saksi ahli dalam suatu persidangan

tepatnya pada Pengadilan Negeri Malang.

2. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa
dengan menggunakan teknik analisis metode kualitatif yaitu suatu
pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian
kepustakaan dengan penelitian lapangan serta memilah terhadap bahan-
bahan hukum yang relevan agar sesuai dengan permasalahan yang
dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Pendekatan ini
guna mendapatkan kesimpulan atau titik terang dari penelitian serta
memaparkan kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan dituangkan

dengan bentuk pernyataan atau tulisan.

F. Sistematika Penulisan
Agar lebih objektif dan mempermudah dalam memahami substansi

penelitian ini, maka penelitian ini telah disesuaikan dengan proporsi
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8
penulisan skripsi. Demikian sehingga kerangka penulisan skripsi ini dapat

di sistematiskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN

Yaitu menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian manfaat penelitian, orisinalitas penulisan, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan landasan teori tentang tinjauan umum tentang
perkawinan, tinjauan umum tentang ahli dalam persidangan menurut
Undang-Undang, standarisasi ahli dalam peraturan hukum, standarisasi
ahli dalam pengadilan, syarat dapat diakuinya sebagai ahli dan keahlian
yang wajib dimiliki oleh ahli.

BAB 11l : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai, hasil penelitian dari rumusan masalah.
BAB IV : PENUTUP

Dalam bab yang merupakan bab penutup ini, berisi kesimpulan dan saran-

saran sebagai hasil pemikiran dari penulis terkait hasil penelitian.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan

REPOSITORY

menjawab rumusan masalah dari judul penelitian Standarisasi Ahli dalam
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Hukum Acara Perdata demi Terwujudnya Kepastian Hukum, penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari segi hukum dan kesimpulan dari wawancara
penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Malang, maka
seseorang dapat dijadikan sebagai ahli apabila seseorang tersebut tentu
saja yang pertama memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu
dan berkompeten, dapat dikatakan ahli apabila memiliki keahlian dalam
suatu bidang ilmu tertentu bisa dalam bentuk formal atau informal hasil
dari pengalaman yang cukup lama dan keterangan yang diberikan dapat
memperkuat bahkan menemukan faktau baru yang melebihi
kemampuan pengetahuan umum orang biasa dan disesuaikan dengan

spesialisasi pengetahuan, latihan dan juga pengalaman.

2. Kekuatan keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat hakim
dalam penggunaannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan
dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada
keterangan yang diberikan oleh ahli. Dalam hal ini hakim masih
membutuhkan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata untuk
mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Maka dari itu keterangan

yang diberikan ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak

65
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66
memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim boleh saja
memakai atau tidaknya kesaksian ahli tersebut, sehingga bersifat bebas.
Hakim boleh berpendapat lain apabila keterangan yang diberikan ahli

tersebut bertentangan dengan keyakinannya, bila hakim menggunakan
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atau mengikuti pendapat dari ahli maka hakim harus yakin bahwa hal

University of Islam Malang

tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya, sehingga

keterangan tersebut dapat menjadi bukti yang menentukan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat

penulis berikan yaitu :

1. Kerumitan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan
membutuhkan kejelasan untuk membuat terang suatu perkara.
Sebaiknya untuk ke depannya dalam proses pemeriksaan diwajibkan
untuk mendengarkan suatu keterangan ahli dalam bidangnya guna
membantu majelis hakim dalam memeriksa dan memutus suatu
perkara. Hal ini bertujuan agar pengadilan dapat memenuhi rasa adil

bagi para pihak yang bersangkutan.

2. Masih sering ditemui dalam praktik sidang bahwa perbedaan antara
saksi dan saksi ahli masih kurang jelas dan tegas. Sebaiknya agar dalam
pemberkasan benar-benar diterangkan secara detail bahwa saksi ahli

tersebut sebagai ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan.

3. Tidak adanya peraturan hukum yang mengikat terkait bagaimana

parameter untuk dapat menjadi ahli. Diperlukannya suatu peraturan
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67
yang menerangkan jelas agar jika dalam persidangan didatangkannya
seorang ahli, memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-

benar pengetahuan akurat yang berasal dari ahli yang memang
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berkompeten dalam bidangnya.
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